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Covid-19 pada hakikatnya merupakan pagebluk yang membutuhkan 

dukungan semua pihak untuk menghadapinya. Di tengah pandemi ini tugas 

Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas semakin sulit karena tidak hanya 

mengatasi masalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Namun, sebagai garda 

terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Oleh karenanya, 

timbul sebuah masalah yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana penegakan 

hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa 

Pandemi Covid-19 dan bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas 

Polresta Banyumas Perspektif Yuridis Normatif.  

Dalam peneltian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, 

terpernci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya 

sebagai suatu kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Kemudian, didukung 

dengan data yang dihasilkan dari data-data primer dan sekunder. 

Dapat disimpulkan, bahwa penegakan yang dilakukan oleh Satuan Lalu 

Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan 

jam malam, operasi yustisi masker, dan penerapan ETLE (Eletronic Traffic Law 

Enforcement) atau E-Tilang. Menurut analisi Yuridis-Normatif sudah sesuai 

dengan Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya masih 

belum bisa dikatakan terlaksana secara maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan penularan yang begitu cepat mendorong Organisasi Kesehat-

an Dunia WHO (World Health Organization) menetapkan situasi akibat Covid-19 

sebagai pandemi global.
1
 Dengan penetapan pandemi global, diharapkan semua 

negara menerapkan langkah serius demi mengurangi penyebarannya. Hal ini  

dilakukan untuk menghentikan atau menekan laju penularan virus Covid-19. 

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah 

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dimana dalam 

hal ini antara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dengan Polri memiliki 

hubungan kerjasama untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air. Memang 

peran Polri tidak akan terlepas dari fungsi, tujuan, peran, dan tugas pokoknya 

sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi, tujuan, peran, dan tugas 

pokok tersebutlah yang menjadi landasan Polri untuk bertindak dan berperan di 

masa pandemi ini. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kaba-harkam) Polri, 

Komjen Pol Agus Andrianti mengatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak 

pada masyarakat tidak hanya dibidang Kesehatan, melainkan juga dibidang eko-

nomi, keagamaan, sosial dan budaya, serta politik. Semua itu, jika tidak bisa 

dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mengganggu situasi kemanan dan 

                                                             
1
 Gloria Setyvani Putri, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi 

Global,” Kompas.Com, March 12, 2020. 
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ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
2
 Dengan demikian, peran Polri sangat 

dibutuhkan agar potensi gangguan Kamtibmas tidak berkembang dan terjadi 

gangguan. 

Upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di 

Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan 

sosial masyarakat. Dalam situasi pandemi, diperlukan disiplin yang sangat ketat 

terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk social distancing. Metode ini 

dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi 

angka penyebaran virus ini.  

Dalam hal ini pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) yang merupakan upaya untuk memperkuat penerapan 

pembatasan sosial atau social distancing  demi mencegah penyebaran virus 

Corona di Indonesia. Kebijakan PSBB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo, Peraturan 

Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
3
 Kemudian, pemerintah 

juga memperkuat dengan Peraturan Kementrian Kesehatan (Permenkes) No. 9 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).  

                                                             
2 Merdeka, “Kabaharkam Ungkap Peran Polri Di Masa Pandemi Covid-19.", 12 Agustus 

2020, https://www.merdeka.com/peristiwa/kabaharkam-ungkap-peran-polri-di-masa-pandemi-

covid-19.html. 
3
 Menteri Kesehatan, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Dease 2019 (Covid-19)” (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, April 3, 2020). 
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Melalui maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 

Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19). Dalam maklumat tersebut, 

antara lain disebutkan bahwasanya dalam mempertimbangkan situasi nasional 

terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat 

agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban masyarakat.  

Hal demikian menjadi dasar Polri apabila menemukan perbuatan yang 

bertentangan dengan maklumat tersebut. Untuk itu, angota Polri berhak 

melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks inilah, selain tenaga 

medis, Polri juga disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan 

kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan 

peran Polri di dalamnya. 

Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah 

penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga 

sebelumnnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat 

penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi 

pihak yang diandalkan untuk menegakan aturan tentang PSBB (Pembatasan 

Sosial Bersksala Besar). Pada saat yang sama seluruh personel Polri di lapangan 
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juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena 

kemungkinan tertular virus ini juga besar. 

Sejak Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia jajaran Polri sudah 

bersiap mendukung pemerintah dalam menangani pandemi ini, hal itu dilakukan 

sebagai wujud tugas tanggungjawab untuk mengayomi dan melayani masyarakat 

serta sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak pandemi, 

maka, jajaran Polri mulai mengadakan kegiatan dari penyemprotan disenfektan, 

mengedukasi warga masyarakat untuk berdisiplin menjalani protokol kesehatan 

dan protokol pencegahan Covid-19, membubarkan kerumunan massa yang dinilai 

berpotensi menjadi mata rantai penyebaran Covid-19, mengadakan  kegiatan 

donasi kepada warga terdampak, hingga mendirikan dapur-dapur umum 

bekerjasama dengan jajaran TNI untuk menyiapkan pangan bagi masyarakat yang 

membutuhkan.  

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 bukan hanya pada kesehatan, sosial 

dan ekonomi saja melainkan pada pendidikan. Di masa pandemi kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas atau tatap muka dihentikan. Proses belajar mengajar 

dilakukan dengan daring atau online. Persoalan muncul Ketika siswa / mahasiswa 

tidak dapat menjangkau jaringan internet. Penyebabnya karena kemampuan 

ekonomi keluarga yang tidak mampu menyiapkan internet. Penyebab lain adalah 

jaringan internet belum bisa dijangkau dikawasan siswa/mahasiswa tersebut 

tinggal.
4
 Dalam hal ini, beberapa Mapolresta dan Mapolsek menyediakan sarana 

                                                             
4
 Admin Polri, “Multi Peran Dijalani Polri Di Masa Pandemi,” Selasa,   Agustus 2020. 
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wi-fi kantor untuk tempat belajar daring bagi mereka agar bisa melanjutkan proses 

belajar. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan imunitas karena krisis 

kesehatan akibat Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah mengadakan pro-

gram vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menyukseskan 

program pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, jajaran polri 

melakukan pengamanan, sosialisasi, dan pendampingan diwilayah masing-

masing. Perintah tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor : 

ST/50/I/Ops.2./2021 tanggal 13 januari 2021 ditandatangani atas nama Kapolri 

oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, selaku Kaopspus Aman 

Nusa II Penanganan Covid-19.
5
 Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada surat 

telegram tersebut menginstrusikan kepada jajaran Polri untuk melakukan edukasi 

kepada masyarakat terkait dengan manfaat dan pentingnya vaksinasi Corona ini. 

Meskipun program vaksinasi Covid-19 telah dilangsungkan, masyarakat 

tetap harus disiplin dan tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan Covid-19 

seperti pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya untuk mencegah penularan virus 

ini.
6
 Namun, pada kenyataannya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 

protokol kesehatan masih sangat kurang, sehingga kasus terkonfirmasi positif 

Covid-19 cenderung meningkat dan tidak terkendali, termasuk di Kabupaten 

                                                             
5
 Admin Polri, “Polri Akan Dampingi Masyarakat Lakukan Vaksinasi Yang Aman Dan 

Halal. .”Tribata News, 15 Januari 2021, https://tribratanews.polri.go.id/read/4328/39/polri-akan-

dampingi-masyarakat-lakukan-vaksinasi-yang-aman-dan-halal-1610704890. 
6
 Agus Suprapto, “Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang 

Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19,” Kementrian Kesehatan RI, January 13, 2021, 

http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-

penerima-suntikan-vaksin-covid-19/. 
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Banyumas, Jawa Tengah, yang setelah sempat turun ke zona oranye,  beberapa 

kali ke zona merah penyebaran Covid-19 pada Desember 2020.
7
 

 Sebagai perbandingan, rekor kasus aktif Covid-19 di DKI Jakarta hanya 

13.451 orang yang tercatat pada 12 Oktober 2020. Kasus aktif di Jakarta 

sebelumnya memegang rekor tertinggi sebelum dipecahkan oleh Jateng. Dengan 

jumlah kasus aktif yang besar tersebut, sebanyak 12 kabupaten/kota masuk risiko 

tinggi Covid-19 alias zona merah. Kota tersebut antara lain Kota Pekalongan, 

Kota Tegal, Banjarnegara, Banyumas, Temanggung, Pemalang, Tegal, Sukoharjo, 

Kendal, Brebes, Blora, dan Klaten. Sementara 23 kabupaten/kota lainnya tercatat 

memiliki risiko sedang alias zona oranye.
8
 

Untuk itu, upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Bayumas 

dalam menegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah 

dengan memberlakukan jam malam seperti halnya apa yang dikatakan oleh 

Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Besar Polisi Whisnu Caraka.  

Dalam memberlakukan jam malam Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota 

Banyumas menutup sejumlah ruas jalan protokol di Purwokerto, hal ini ditujukan 

untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19.
9
 Dalam hal ini semua 

merupakan wujud kepedulian kepolisian dalam bidang ekonomi, politik, dan 

hukum. 

                                                             
7
 Kontributor Banyumas, “Hanya Bertahan Sepekan Di Zona Oranye, Banyumas Kembali 

Jadi Zona Merah,” Kompas.Com, Desember 2020, https://regional.kompas.com/read-

/2020/12/14/12264181/hanya-bertahan-sepekan-di-zona-oranye-banyumas-kembali-jadi-zona-

merah. 
8
 Donald Banjarnahor, “Jadi Episentrum Covid-19, Ini 12 Wilayah Zona Merah Di 

Jateng,” CNBC Indonesia, Desember 2020, https://www.cnbcindonesia.com/news/2020-

1203125727-4-206566/jadi-episentrum-covid-19-ini-12-wilayah-zona-merah-di-jateng. 
9
 Mabes Polri, Paradigma Baru Peran ABRI (Sebuah Upaya Sosialisasi) (Jakarta: Markas 

Kepolisian RI, 1999) Hlm. 16. 
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Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana integritas penegakan hukum 

oleh Satlantas Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19 ini. Beberapa 

permasalahan dapat ditinjau dari penegakan hukum PSBB, kompleksitas masalah 

dalam penegakan hukum, dan solusi dari permasalahan yang dapat dilakukan. 

Maka dari peraturan yang sudah disebutkan sudah menjadi keharusan masyarakat 

untuk menaati, namun bagi siapa saja yang tidak menaati maka ada tindakan 

hukum yang akan memprosesnya. 

Selain itu, Menurut penulis penelitian ini cukup menarik untuk diangkat 

karena peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas sangat 

menentukan dan signifikan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini 

menjadi tugas tambahan yang tidak pernah diduga sebelumnya, pada satu sisi 

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas memliki tugas-tugas rutin 

sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban lalu lintas, sementara di sisi 

lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan dalam rangka 

menurunkan angka penyebaran Covid-19.  

Pada saat yang sama, implementasi di lapangan, Satuan Lalu Lintas harus 

tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan diskresional 

demi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pada masa pandemi Covid-19 

Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dituntut kemampuannya untuk menjalan-

kan diskresinya guna mencegah penularan dari virus tersebut. Seperti pembubaran 

kerumunan, portalisasi kampung, patroli jam malam, dan penyadaran warga 

dalam menjaga jarak serta menggunakan masker. Melihat persoalan ini, maka 
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penulis angkat sebagai skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Lalu Lintas 

Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

 

B. Definisi Operasional 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum 

sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh para 

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum. 

2. Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas 

Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses 

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam penyelenggaraan lalu lintas. 

3. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah atau epidemi yang telah 

menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. 

Sementara itu, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan 

untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada 

suatu populasi wilayah tertentu. 

 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah 

yang di ajukan untuk diteliti adalah: 
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1. Bagaimana penegakan hukum yang dapat dilakukan Satuan Lalu Lintas 

Polresta Banyumas pada masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana penegakan hukum pada satuan lalu lintas Polresta Banyumas 

menurut perspektif yuridis-normatif? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai 

dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Lalu Lintas Polresta 

Banyumas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

b. Untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh 

Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas. 

2. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses penegakan 

hukum oleh Satlantas Polresta Banyumas di masa Pandemi Covid-19. Dapat 

digunakan sebagai bahan bahan referensi dan dapat menambah literatur mengenai 

proses memilih solusi yang baik Ketika terjadi permasalahan kompleks oleh Polri. 

b. Manfaat Praktis 
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1) Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S1).  

2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan 

dan   pemikiran tentang masalah yang diteliti yaitu mengenai 

penegakan hukum dan pilihan solusi oleh Satuan Lalu Lintas 

Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 ini. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis 

yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan semacamnya. 

Tetapi, sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang penegakan 

hukum oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Banyumas pada masa 

Pandemi Covid-19. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi dan jurnal 

yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda dan 

beberapa kasus yang berbeda pula. 

Seperi halnya pada Skripsi karya Rizqoh Fouranda dengan judul 

“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 

di Kota Palembang”.
10

 Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses penegakan 

hukum di masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang dan sanksi yang diberikan 

kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Palembang. 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menganalisis 

bentuk pengaturan penegakan hukum pada masa masa pandemi Covid-19. 

Perbedaannya adalah penulis menganalisa penegakan hukum yang dilakukan oleh 

                                                             
10

 Rizqoh Fouranda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan 

Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” (Skripsi, Palembang, Fakuktas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang, 2021). 
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Satuan Lalu Lintas. Sedangkan Rizqoh Fouranda menganalisa kajian  ilmu hukum 

pidana yang berkaitan dengan peranan Aparatur Negara terkait dalam proses 

penanggulangan terhadap protokol Covid-19. 

Kemudian, skripsi milik Muhammad Ridwan dengan judul “Penegakan 

Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi yang Terjadi di 

Palembang”.
11

 Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum 

terhadap tindak pidana street crime dimasa pandemi dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana street crime pada 

masa pandemi di kota Palembang. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang 

ditulis penulis yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum 

yang dilakukan aparat penegak hukum pada masa pandemi Covid-19. 

Perbedaannya penulis skripsi lebih menekankan pada pokok permasalahan faktor 

apa saja yang mempengaruhi tindak pidana street crime dan hal yang dilakukan 

untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana steet crime tersebut. 

Lalu, jurnal milik Rian Septia Kurniawan dengan Judul “Diskresi 

Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah 

Hukum Polsek Simokerto Surabaya”.
12

 Jurnal ini menjelaskan bagaimana anggota 

kepolisian harus memiliki tingkat pemahaman yang baik dalam menjalankan 

diskresinya seperti mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, 

prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide 

                                                             
11

 Muhammad Ridwan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Sreet Crime Dimasa 

Pandemi Yang Terjadi Di Palembang” (Skripsi, Palembang, Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, 2021). 
12

 Rian Septia Kurniawan, “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan 

Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya,” Airlangga Development 

Journal 1 no 1 (June 29, 2020). 
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atau simbol, serta mampu membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan 

implikasi dan konsekuensinya. Persamaan antara Jurnal tersebut dengan skripsi 

yang akan ditulis penulis yaitu sama-sama membahas tentang kewenangan 

diskresi pihak kepolisian guna menghindari terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban akibat pelaksanaan PSBB. Kemudian, perbedaan antara jurnal tersebut 

dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu berupa studi kasus yang menjadi 

objek skripsi penulis tidak dicantumkan dalam pembahasan jurnal tersebut. 

Tabel 1 

Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu 

No. Nama Peneliti, 

Judul Peneitian 

Garis besar isi Persamaan Perbedaaan 

1.  Jurnal milik Rian 

Septia Kurniawan, 

Mahasiswa 

Progam Studi 

Magister Ilmu 

Kepolisian 

Sekolah Pasca 

Sarjana Universitas 

Airlangga, dengan 

judul Diskresi 

Kepolisian Dalam 

Menjaga Ke-

amanan dan 

Ketertiban 

Masyarakat di 

Wilayah Hukum 

Polsek Simokerto 

Surabaya. 

Berisi tentang 

mengenai 

pelaksanaan 

diskresi 

kepolisian dalam 

upaya menjaga 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat di 

Polsek Simokerto 

Surabaya serta 

analisis mengenai 

pemahaman dasar 

anggota Polsek 

Simokerto 

mengenai diskresi 

kepolisian. 

Terletak 

bagaimana 

Masalah peranan 

yang dianggap 

penting karena 

pembahasan 

mengenai 

penegak hukum 

yang sebenarnya 

lebih banyak 

tertuju pada 

diskresi. 

Tidak memuat 

penegakan 

hukum di 

bidang lalu 

lintas 
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2. Skripsi Karya 

Rizqoh Fouranda 

Mahasiswa 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Muhammadiyah 

Palembang, 

dengan judul 

Penegakan Hukum 

Terhadap 

Pelanggar 

Protokol 

Kesehatan 

Pandemi Covid-19 

di Kota Palembang 

Berisi tentang 

Penegakan 

Hukum di Masa 

Pandemi Covid-

19 dan sanksi 

hukum dan sanksi 

sosial kepada 

pelanggar yang 

tidak mematuhi 

protokol 

kesehatan.. 

Terletak 

bagaimana 

penegakan 

hukum oleh 

aparatur negara 

dalam proses 

penanggulangan 

terhadap 

pelanggar 

protokol Covid-

19. 

Tidak ada 

pembahasan 

mengenai 

tugas 

tambahan 

Polri ketika 

terjadi suatu 

peristiwa atau 

bencana non-

alam. 

3 Skripsi Karya 

Muhammad 

Ridwan 

Mahasiswa 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Sriwijaya, dengan 

judul Penegakan 

Hukum Terhadap 

Tindak Pidana 

Street Crime 

Dimasa Pandemi 

Yang Terjadi di 

Palembang 

Berisi tentang 

bagaimana upaya 

penegakan hukum 

terhadap tindak 

pidana street 

crime dimasa 

pandemi Covid-

19 dan faktor 

yang 

mempengaruhi 

upaya penegakan 

hukum terhadap 

tindak pidana 

street crime. 

terletak 

bagaimana cara 

mengendalikan 

penyebaran virus 

Covid-19 yaitu 

dengan 

melakukan 

Social 

distancing.  

Tidak memuat 

kronologi 

Covid-19 di 

Indonesia dan 

Dunia 

  

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi 

menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang 

diuraikan menjadi beberapa sub bab.  Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis yang meliputi latar belakang masalah, definisi 

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan beberapa 

aspek penting mengenai Penegakan Hukum yang memaparkan tentang suatu 

usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Kemudian tentang Peran Korps Lalu 

Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memaparkan terkait dengan 

fungsi lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas. Selain itu juga 

membahas tentang Pandemi Covid 19, yang memaparkan tentang sejarah 

penyebaran Covid-19, mulai dari awal kemunculannya hingga ketika wabah virus 

ini ditetapkan sebagai pandemi..  

 Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan 

penjelasan penulis tentang metodologi yang akan digunakan dalam penelitian 

tentang Peneggakan Hukum Oleh Satlantas Polresta Banyumas pada Masa 

Pandemi Covid-19. 

 Bab IV Analisa. Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana 

penegakan hukum yang dapat dilakukan satuan lalu lintas polresta Banyumas 

pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana permasalahan yang terjadi akibat 

pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polresta Banyumas.  

 Bab V Penutup. Pada bab ini, diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang 

skripsi. Pada bab ini pula, pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan, 
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saran-saran serta kata penutup yang membangun. Suatu simpulan merupakan 

jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan 

saran merupakan harapan dari penelitian ini agar bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penulis penegakan hukum lalu lintas oleh Satuan 

Lalu Lintas Polresta Banyumas pada masa Pandemi Covid-19 dapat disimpulkan 

bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta 

Banyumas Pada Masa Pandemi Covid-19 berupa pemberlakuan jam malam, 

operasi yustisi masker, dan penerapan ETLE (Eletronic Traffic Law Enforcement) 

atau E-Tilang. 

 Kemudian, dalam analisis yuridis-normatif penegakan hukum lalu lintas 

yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas sudah sesuai dengan 

Maklumat Kapolri no 2/III/2020 meskipun dalam penerapannya belum maksimal 

dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hal ini berarti sosialisasi terkait 

penegakan hukum lalu lintas masih perlu dilakukan di wilayah hukum Kabupaten 

Banyumas. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dalam penegakan hukum di 

bidang lalu lintas tentunya memiliki berbagai persoalan yang tidak bisa diduga 

dan tentunya hal ini merupakan sebuah proses menuju masyarakat tertib berlalu 

lintas. Oleh karena itu, diperlukan sikap dan tindakan bijak dalam mencapai 

sebuah keberhasilan. Meskipun proses dari penegakan hukum di bidang lalu lintas 

sudah tertulis pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
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dan Angkutan Jalan, namun masih perlunya pembenahan sebagai bahan refleksi 

yang dalam bagi Satlantas Polresta Banyumas, pemangku kebijakan dan 

masyarakat, antara lain: 

1. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Polda Jawa Tengah 

Polresta Banyumas agar pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu 

Lintas Polresta Banyumas terus berjalan dengan prinsip yang selalu 

menjunjung tinggi asas legalitas. 

2. Perlu adanya kontrol dari Satlantas Polresta Banyumas kepada masyarakat 

dalam memberikan pendidikan masyarakat lalu lintas untuk meminimalisir 

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. 

3. Pemahaman dan kesadaran dari Satuan Lalu Lintas dan Masyarakat untuk 

bersinergi dan saling mendukung dalam kebijakan penegakan hukum di 

bidang lalu lintas pada masa pandemi Covid-19 agar tercipta keteraturan 

yang baik di masa pandemi ini. 
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